BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 3} TAHUN 2018

. . TENTAN G
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDA.PATAN DAN BELANJA DAERAH

. - TAHUN ANGGARAN 2017
- DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,
Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
| Kabupaten Boalemo Nomor .. Tahun 2018 tentang
| gﬂ:j ‘ " -  Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran : ?endapatan dan
{Q rAp}i KGGR ‘M\bl Belan_la Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan
; MNAS Peraturan Bupatt ‘Boalemo tentang Penjabaran
BADAH "[/\:‘) o .Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan_ S
gm. ') Belza.r.l_]a.l?aerah Tahun. _énggaran 2Q_17 seba.gal rincian. lebl_h o -
L'K"”ﬁsih _ ! lanjut dari ~Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran .
BAGIAN e ; Pendapatan dan Belanja Daerah 'I‘ahun_ Anggaran Tahun 2017;.3
Mengmgat 1. Undaﬁg‘ - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
_ ; Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan ‘Bebas dari :
| @ ’%AF HIRA -E?\ {H‘ 15 .KOI‘U.pSI, K01u31, dan Nepotisme (Lembaran Negara
WABUP \\4 | 'Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan -
" Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor 3851);
SEIKDA ..t*/ 2. Undang -~ Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
| k Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
] AsS M b | Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
SABAS HUKUM " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)

sebagaiman telah diubah dengan Undang - Undang Nomor



. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten I

Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965); N |

. Undang—Undang'mebr 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara 'R_epublik' Indonesia - Nomor 4250),
sebaga.im_an.é teléh diubah dengan Undang_—Uhdang Nomor
3 Tahun 2{)10 téntang" Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti. Undang—Undang Nomor 4 Tahun 2009 ‘tentang
Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 30 tahun 2002
_tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5137), R '

. Undang - Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan- Lembaran Negara
_' :Republik Indonesia Nomor_.4286)_§ : _ |

. Undang -Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang
.___Pefbendaharaan' Negara' (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
_ ~ Negara Republik Indonesm Nomor 4355),

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
_ Pemeriksaan Pengelolaan dan_Tanggung-Jawab Keuangan

' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk N
Indonesia Nomor 4400), | _ _ )
. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indbnesia Nomor 4421);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



" 'Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

9.

Negara Repubhk Indonema Nomor 4438) _ .
Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retnbum Daerah ( Lembaran Negara Republik -

IndoneSIa Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

10,

Negara Repubhk Indonesna Nomor 5049);
Undang -~ Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

' Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor_

' 5234);.

11

.-Undang‘ - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dae_rah_ (Lembaran | Negara Republik
Indonesia Tahun '2014' Nomor 244 Tambahan Lembaran .

~ Negara’ Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

 Pemerintahan . ‘Daerah’ (Lembaran Negara - Republik *
~~ Indonesia Tahun 201"5 “Nomor '58 Télmbaha_n Lembaran

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangr
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

~ . 'Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679);
12.

Pembmaan dan Pengawasan _ Atas Penyelenggaraan N

Peraturan Pemenntah ‘Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pemenntah Daerah (Lernbara_n Negara Republik Indonesia

" Tahun 12017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

"2001 ' Nomo'r 118, Tainbahan Lembaran Negara Republik - . s |
' Indonesxa Nomor 4138)
14.

Repubhk Indonesra Nomor 604 1); - _ _
Peraturan Pemenntah Nomor 65  Tahun. 2001 tentang.
Pa_}ak Daerah (_Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘a_hun .

Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang.

~ Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

'Kedudukan : Protokoler._ dan Keuangan Pimpinan dan

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Nomor 41 39)
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran



_Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90

a Tambahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

© 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- ‘Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan _- 'Perwakilan. L

deﬁgan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan_ K_etiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahuh 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

. Rakyat" Daerah (Lembaran Negara Republik' Indonesia

Tahun 12007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

s Repubhk IndoneS1a Nomor 4712);

16.

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun '2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran

Negara- Repubhk Indonema Tahun 2005 Nomor 48 '

- - Tammbahan -_Lembaran Negara Repubhk _Indone31a Nomor

17.

18.

" Republik Indonesia- Tahuh' 2005 Nomor 138, Tambahan |

4502); -
Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor. 4575)
Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor .4576)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 ’I‘ahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan _
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 . tentang Sistem

Infonna31 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rpubhk
Indonesm Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran =

- Negara Republik Indones1a Nomor 5155);

19.

Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang'
Hibah Kepada Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

.- Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inodnesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

: Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

~ . Minimal (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun
© 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk |

~ Indonesia Nomor 4585);

20,

23.

24.

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006_ o

26.

27.

28

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerjé Instansi Pemerintah
(Lembaréh Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 4614); _ o
Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang' :
Standar’ Akuntansi Pemerintahan (Lembara_n Negara

'Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, _.Tambahan"'_'_'

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); - _
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun. 2011 tantarig"
Pm;aman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 52 19);

‘tentang - Pedoman Pengelolaan - Keuangan Daerah:_'_ o

sebagaimana telah diubah beberapa kali terak'hii' dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 - -
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam.
Negefi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); “
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Nomor 171); e

.Peraturan Daerah Kabupaten Bbalélﬁo Nomor 6 Tahun

2016 tanggal 28 Desember 2016 (Lembaran Daerah

Kabubaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana



Menetapkan

| telah dlubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten=

Boalemo Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 -

= tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan_;a |
Daerah ‘Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 5); .

29 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2016 'I‘anggal o '

.- 30 Desember 201_6 tentang Penjabaran Anggaran .
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 -
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 609)

sebagalmana telah’ dluba_h dengan ‘Peraturan Bupati =

'Kabupaten Boalemo No 56 Tahun 2017 tanggal 11 =
" Oktober 2017 tentang Perubahan Pen_]abaran Anggaran .

Pendapafan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; -

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELAKSANAAN = ANGGARAN

- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2017.

 Pasal 1 -

- Laporan Realisasi_Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan o _ .
a. Pendapatan Asti Daerah . Rp 71.687.164.839,14

 b. Dana Perimbangan Rp 674.265.495.460,00
. Lain - lain Pendapatan yang sah Rp___ 98.682.057.503,00
‘Jumlah Pendapatan ' 'Rp 844.634.717.802,14
2. Belanja: | R ; '
a. Belanja Tidak Lé\_ngsung : _ -
1) Belanja Pegawai Rp 249.541.440.131,00
2) Bunga Rp 2.528.231.486,00
3) Belanja Hibah Rp 14.529.364.679,00
4) Belanja Bantuan Keuangan " Rp 95.446.326.216,00
5) Belanja Tidak Terduga: " Rp 154.513.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 362.199.875.512,00



- b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai  Rp 54.704.597.373,00
2} Belanja Barang dan Jasa ‘Rp 172.754.930.032,96
" 3) Belanja Modal © Rp 220.997.197.358,11
Jumlah Belanja Langsung Rp 448.456.724,764,07
o Jumlah Belanja Rp 810.656.600.276,07
*Surplus/(Defisit) | Rp 33.978.117.526,07

' _3..'Pembiayaan o o |
. a Penerimaan Rp 90.462.;52'9.01.8,40
b. Pengeluaran Rp 17.956.044.452,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 72.506.484.566,40

""Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran  Tahun berkenaan
. Rpl06.484.602.092,47. |

_ Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati Boalemo ini.

_ Pasal 3 ,
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
_Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi -

Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Boalemo ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.



_ Pasal 6
Peraturan Bupatl Boalemo ini mulai berlaku pada tangga.‘l dlundangkan
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
: Peraturan Bupatl Boalemo ini. dengan penempatannya dalam Berita

| Daerah Kabupaten Boa.lemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 4% Agustus 2018

@ | R 1DARWIS MORIDU-

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 23 Agustus 2018

“TARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

(BERITA PAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR ...1 ...



